


ABSTRAK
Tenaga honorer adalah orang yang diangkat oleh pejabat kepegawaian didalam instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajibannya sama dan pendapatannya bersumber dari APBD. Tenaga honorer merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara. Tenaga honorer belum diangkat menjadi pegawai tetap dan masih menerima bayaran atas jasanya dalam bentuk honorarium, bukan gaji. Kepala Daerah meliputi Gubernur, Walikota dan Bupati serta DPRD sebagai mitra kepala daerah.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, sedangkan studi pustaka yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga honorer sering mendapatkan ketidakadilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja oleh kepala daerah seperti yang terjadi di instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Tenaga honorer memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Implementasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu membuat dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak tenaga honorer.
Kata Kunci: Kepala Daerah, Tenaga Honorer, Pemutusan Hubungan Kerja.
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ABSTRACT

Honorary staff are peaple appointed by civil service officials within local
government agencies to assist with the duies of the State Civil Apparatus so
that their obligations are the same and their income comes from the APBD.
Honorary staff are employees who work in government agencies but are not
included in the State Civil Service. Honarary staff have ot been appointed
as permanent employees and still receive payment for their services in the
form of an honorarium, not a salary. Regional heads include the Governor,
Mayor and Regent as well as the DPRD as regional head partners. This
research was conducted using normative juridical research methods. The
data_collection methods used by the researcher were interviews and
literature study. Interviews were data collection techniques carried out face
10 face and direct question and answer between researchers and sources
while literature studies, namely data. processing, are carried out b
Systematizing written legal materials using a statutory approach and a case
approach. The results of this research show that honarary staff often
experience injustice at work. This is indicated by the termination of
employment relations by regional heads as happened at the Serdang
Bedagai Regency. DPRD Secretariat agency. Honorary staff had legal
status_and protecion as regnlamd inLav Nunler 20 of 2023 The
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